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Abstract
Optimizing the role of the Financial Services Authority in the era of digital transformation and green economy disruption towards Indonesia Emas 2045 is achieved by strengthening its regulation and supervision of the Financial Services Authority in implementing the Green Economy concept across all financial services institutions, both banks and non-banks, in Indonesia. In addition to strengthening regulation and supervision, collaboration with all stakeholders is essential to optimize the inter-agency relationship between state institutions. This study aims to determine the role of the Financial Services Authority in the Green Economy era towards Indonesia Emas 2045. Therefore, this research is expected to provide input and recommendations to policymakers, including the Financial Services Authority or the House of Representatives (DPR), which has the authority to formulate regulations, to optimize the role of the Financial Services Authority in the era of Green Economy disruption and ultimately achieve the goal of Indonesia Emas 2045 as outlined in the 2024-2045 National Medium-Term Development Plan (RPBN) through the formation of new policies that develop or update the legal umbrella as an umbrella provision for the Financial Services Authority's role.
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Abstrak
Optimalisasi peran Otorita jasa keuangan di era transformasi digital dan disrupsi ekonomi hijau guna menuju Indonesia Emas 2045 adalah dengan cara dilakukan penguatan pengaturan dan pengawasan Otorita jasa keuangan pada pada pelaksanaan konsep Green Eeconomy di seluruh Lembaga Jasa keuangan baik bank maupun non bank yang ada di Indonesia. Selain penguatan pengaturan dan pengawasan, kolaborasi dengan seluruh stake holder harus dilakukan untuk mengoptimalkan komponen antara lembaga Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Otorita jasa keuangan di era Green Economy menuju Indonesia Emas 2045. Sehingga melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemangku kebijakan yang merupakan Otorita Jasa Keuangan atau Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki wewenang untuk membentuk peraturan agar mampu mengoptimalkan peran otorita jasa keuangan di era disrupsi Green Economy agar nantinya dapat mencapai tujuan Indonesia emas 2045 sebagaimana RPBN 2024-2045 melalui pembentukan kebijakan baru yang merupakan pengembangan atau pembaharuan payung hukum sebagai Umbrella Provision  atas peran peran Otorita Jasa Keuangan.
Kata Kunci : Optimalisasi, Peran, Otorita Jasa Keuangan


1. Pendahuluan 
Dinamika kelembagaan Negara khususnya peran dalam pengaturan dan pengawasan dibidang keuangan memiliki perkembangan yang cukup sigifikan. Otorita jasa keuangan yang berdasarkan Undang- Undang nomor 21 tahun 2011 tentang jasa keuangan merupakan norma hukum terbentuknya Otorita jasa keuangan di Indonesia. Fungsi pengaturan dan pengawasan yang dimiliki otorita jasa keuangan menjadi bentuk pergeseran pengaturan yang semula berada di Bank Indonesia. Pengawasan dan pengaturan yang dimiliki oleh Otorita jasa keuangan memastikan pelaksanaan lembaga jasa keuangan agar berjalannya dengan baik, temasuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam melakukan usaha berdasarkan demokrasi ekonomi.[footnoteRef:1] Sebagai bagian dari pelaku roda perekonomian nasional, bank telah memberikan semangat untuk perubahan di bidang ekonomi. Dunia perbankan diharapkan menjadi sarana untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan cita- cita dari Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi Indonesia.[footnoteRef:2] Pergeseran Pengaturan fungsi dan tugas Bank Indonesia yang saat ini digeser ke Otorita jasa keuangan mencakup pengawasan dan pengaturan seluruh lembaga jasa keuangan baik yang berbasis pada lembaga keuangan bank dan lembaga jasa keuangan non bank. [1:  Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Khususnya pada Pasal 2 Bab II Asas, Fungsi dan Tujuan : Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan mengunakan prinsip kehati- hatian.]  [2: Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012), h. 55.] 

Aturan tentang pegaturan peran otorita jasa keuangan pada lembaga jasa keuangan masih bersifat umum dan masih terdapat aturan yang bersifat tumpang tindih, menurut penulis terdapat“ konflik norma antar aturan perundang- undangan”. Menurut Philipus Hadjon,suatu konflik norma membutuhkan langkah yang ditempuh yaitu penyelesaian konflik norma.[footnoteRef:3]Penyelesaian konflik norma akan direkomendasikan dalam bentuk argumentasi hukum dalam penelitian ini. Merupakan hal yang urgent dan layak untuk dikaji dari segi ilmu hukum. Konflik norma aturan perundang- undangan tersebut adalah mengenai hal yang berhubungan dengan Adanya konflik norma antara jaminan perlindungan hukum bagi warga Negara dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya perlindungan hukum bagi warga Negara. Aturan tentang penyelenggaraan Green Economy dalam operasional lembaga jasa keuangan berbasis pada lingkungan masih belum dilaksanakan secara optimal. Sesuai dengan amanah Undang Undang RPJPM 2025- 2045 yang didalamnya mencanangkan pelaksanaan Green Economy harud silakukan untuk menuju Indonesia Emas 2045 merupakan Das Sein yang terjadi, yang merupakan penerobosan dan perkembangan rekomendasi SDGis menuju pembangunan berkelanjutan berbasis pada lingkungan, namun terdapat beberapa kenyataan pelaksanaan pengaturan dan pengawasan operasional jasa keuangan masih belum optimal dalam memastikan operasional Lembaga jasa keuangan berbasis pada lingkungan dalam era Green Economy.Berdasarkan latar belakang tersebut, menjadi suatu hal yang urgent bagi peneliti untuk segera menganalisa dan mengangkat judul “OPTIMALISASI PERAN OTORITA JASA KEUANGAN DI  ERA DISRUPSI GREEN ECONOMY  MENUJU INDONESIA EMAS 2045.” Permasalahan yang diteliti yaitu tentang Bagaimana wujud optimalisasi peran otorita jasa keuangan di era disrupsi Green Economy menuju Indonesia emas 2045. [3:  Philius M.Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2016),h. 31.] 


2. Metode Penelitian
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis normatif menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan, Pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan hokum dan pendekatan historis, hal ini sesuai dengan karakteristik penelitian yuridis normatif yang menganalisa seluruh Bahan hukum yang terkumpul berupa peraturan perundang-undangan, konsep-konsep atau teori-teori, serta pendapat-pendapat para ahli dilakukan analisa bahan dengan penafsiran kualitatif dan ditampilkan dalam uraian  deskriptif analisis. Penelitian hukum berbeda dengan penelitian ilmu sosial lainnya.Ilmu hukum berhubungan dengan apa yang seharusnya, menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya.Ilmu hukum membawa pesan “demikianlah anda seharusnya berbuat” (bersifat preskriptif) bukan “demikianlah adanya”. adapun tujuannya adalah untuk mengatur dan merealisasikan peraturan.Ilmu Hukum bukan semata-mata meneliti kebenaran kaedah, melainkan meneliti tentang berlaku tidaknya kaedah hukum, tentang apa yang seyogyanya dilakukan.[footnoteRef:4] Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang peran Otorita Jasa keuangan di era disrupsi green economy guna menuju Indonesia Emas 2045. [4:  Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta:Liberty, 2009) ,h. 28.] 

B. Subjek Penelitian dan Bahan Hukum	
Subjek dalam penelitian ini adalah Otorita jasa keuangan yang berwenang dalam pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan di Indonesia. Kewenangan dan tugas Otorita Jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang. Bahan Hukum Penelitian ini yaitu menggunakan bebeapa bahan hokum diantaranya adalah :
1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas dan terdiri dari perundang- undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[footnoteRef:5] Menurut Soetandyo Wignjosoebroto yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.[footnoteRef:6] [5:  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, Cet. 7, 2011). hlm. 141]  [6:  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985). Hlm 70] 

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari :
1. Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
2. Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang  Nomor 7 Tahun 1992 tentang  Perbankan Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[footnoteRef:7] Menurut Soetandyo Wignjosubroto bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku dalam suatu negara.  [7:  Peter Mahmud Marzuki. Penelitian.ibid. hlm. 141] 

3. Bahan Non Hukum / Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang atas penyempurnaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa artikel-artikel yang didapatkan dari jaringan internet yang berhubungan dengan isu hukum yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian  ini.[footnoteRef:8] [8: Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang; Banyumedia Publising;2006). hlm. 323] 

C. Teknik/Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum dengan inventarisasi peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan Sjudul.Selanjutnya dilakukan pula inventarisasi bahan yang bersumber dariu buku-buku, literatur, dokumen resmi, karya tulis, dan hasil-hasil penelitian yang juga berkaitan dengan penelitian. Penulisan bahan hukum penulisan penelitian ini menggunakan studi atau analisa bahan pustaka, dengan upaya mempelajari dan memahami bahan bahan hukum yang ada yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang telah terinventarisasi yaitu Bahan hukum yang terkumpul berupa peraturan perundang-undangan, konsep-konsep atau teori-teori, serta pendapat-pendapat para ahli dilakukan analisa bahan dengan penafsiran kualitatif dan ditampilkan dalam uraian  deskriptif analisis. Penelitian hukum berbeda dengan penelitian ilmu sosial lainnya.Ilmu hukum berhubungan dengan apa yang seharusnya, menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya.Ilmu hukum membawa pesan “demikianlah anda seharusnya berbuat” (bersifat preskriptif) bukan “demikianlah adanya”. adapun tujuannya adalah untuk mengatur dan merealisasikan peraturan.Ilmu Hukum bukan semata-mata meneliti kebenaran kaedah, melainkan meneliti tentang berlaku tidaknya kaedah hukum, tentang apa yang seyogyanya dilakukan.[footnoteRef:9] [9:  Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta:Liberty, 2009) ,h. 28.] 


3. Hasil Dan Pembahasan
Optimalisasi Peran Otorita Jasa Keuangan di  Era Disrupsi Green Economy  Menuju Indonesia Emas 2045.
Pengaturan perlindungan hukum nasabah terkait rahasia bank di Indonesia dibagi dengan beberapa kategori.[footnoteRef:10] Sistem hukum yang dipakai di Indonesia menganut system hukum Civil Law.Menggunakan undang- undang tertulis dalam membuat suatu aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Berkaitan dengan jenis pelanggaran rahasia bank, dari sejarah awal pengaturan tentang perbankan, yaitu berdasarkan Undang- undang Nomor Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok Pokok Perbankan. Jenis pelanggaran rahasia bank ditetapkan sebagai jenis pelanggaran pidana. Pelanggaran rahasia bank seiring dengan perubahan pengaturan tentang perbankan, yaitu berdasarkan Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 yang selanjutnya diubah berdasarkan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan juga tetap diatur bahwa pelanggaran terkait dengan rahasia bank, merupakan jenis pelanggaran pidana.Sifat rahasia bank yang dimilik oleh Indonesia memakai teori rahasia bank yang bersifat relative, dimana pelakanaan ketentuan rahasia bank, terdapat beberapa pengecualian- pengecualian. [10:  Abdul Luki Sofi’ul Azmi S, Study Perbandingan Pengaturan Tentang Rahasia Bank di Indonesia, Swiss, dan Singapura Dalam Upaya Peningkatan Cadangan Devisa Negara, Tesis, (Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011), h 83.] 

Pengaturan rahasia bank di Indonesia tidak terlepas dari pengaturan sejaran hukum perbankan yang ada di Indonesia dari diundangkannya Undang- undang perbankan sampai dengan pengundangan aturan perbankan yang terakhir pada tahun 1998. Awal pengaturan batasan rahasia bank bermula dengan adanya aturan batasan rahasia bank yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank. Pada pasal 2 Perppu nomor 23 Tahun 1960 diatur bahwa :
Pasal 2 :
Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut.kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal yang ditentukan pada pasal 3 Peraturan ini.[footnoteRef:11] [11:  Lihat Pasal 2 Perpu nomor 23/ 1960 Tentang Rahasia Bank] 

Perkembangan pengaturan rahasia bank berikutnya, berkembang saat adanya pengundangan ketentuan perbankan berdasarkan Undang- undang Nomor Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok Pokok Perbankan. Rahasia Bank diatur sebagaimana pada Bab VII  ketentuan-ketentuan lain khususnya 
Perlindungan hukum juga termasuk perlindungan bagi data Pribadi nasabah pinjaman Berbasis teknologi dimana suatu perusahaan Fintech diharuskan untuk mengetahui dan verifikasi profil nasabahnya (Know Your Customer/KYC principal), melakukan ulasan akun, memantau, dan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.[footnoteRef:12] Kebijakan Peer to Peer Lending berbasis teknologi atau pnjaman online dalam pelaksanaannya memiliki bidang pemberian jasa pelayanan keuangan yang memiliki pedoman berdasarkan prinsip yang menghubungkan antara  pihak  pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman yang diikuti adanya penetapan perjanjian dengan berbasis teknologi elektronik yang tersambung kepada jaringan (interconnected network atau dikenal dengan jaringan internet). Dalam istilah fintech peer to peer lending atau pinjaman online  di Indonesia mengedepankan sistem dengan  pelaksanaan transaksi pembiayaan berbasis digital.[footnoteRef:13] Perlindungan data pribadi di Indonesia te,ah terakomodir dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan data Pribadi dan pada formulasi pada Pasal 1 angka 1 secara tegas disebutkan bahwa data Pribadi yang dimaksud adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dapat diidentifikasi  secara atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui system elektronik maupun nonelektronik.[footnoteRef:14] [12:  Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan:Perlindungan Konsumen Pada Fintech, (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017), hal. 12-13 dalam  Upik Mutiara, Perlindungan Data Dalam Layanan Perbankan Berbasis Teknologi (Fintech): Kerangka Regulasi Di Indonesia Dan Singapura, Jurnal.uai.ac.id, Vol. V No. 2 Juli Tahun 2020, ISSN 2548-7884, hal 12.]  [13:   Evi Fajriantina Lova, Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan Dan Analisis, JEBLR, Vol. 1, No. 2, November 2021,hal 36.]  [14:   Pasal 1 angka 1 Undang Undang NOmor 27 Tahun 2022 Tentang PErlindungan Data Pribadi.] 

Perlindungan hukum terkait informasi data  bagi nasabah  Peer To Peer Lending dilihat dari dua perspektif, yaitu unsur pencegahan (preventif) dan unsur Represif atau pemberian sanksi pada pelaku. Pengaturan pada Undang- undang perlindungan data pribadi memberikan ruang bagi upaya preventif dan represif tersebut. Formulasi perlindungan baik data spesifik maupun data umum menjadi objek pelindungan yang diatur dalam undang undang perlindungan data pribadi sebagaimana diformulasikan pada pasal 4 Undang- undang noor 27 tahun 2022 Tentang Perlindungan data pribadi. Upaya perlindungan hukum atas informasi data yang dimiliki oleh nasabah dalam praktek Peer To Peer Lending berbasih teknologi  juga dapat melalui cara lainnya yaitu dalam bentuk perlindungan preventif yaitu dengan diterapkannya regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan Fintech P2P Lending berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016; serta ditetapkannya Fintech P2P Lending sebagai Pihak Pelapor dalam Rezim Anti Pencucian Uang berdasarkan PP Nomor 61 Tahun 2021.[footnoteRef:15] [15:  Otniel Yustisia Kristian, Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Fintech P2p Lending Dari Tindak Pidana Ekonomi Dan Terhadap Penyedia Layanan Fintech P2p Lending Ilegal (Legal Protection For Consumers Of Fintech P2p Lending Services From Economic Crimes And Against Ilegal Fintech P2p Lending Service Providers), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),  Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022,  Hal 313.] 

Selain pengamanan dengan tindakan preventif melalui kebijakan dan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, maka kegiatan literasi menjadi suatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan pemahaman bagi masyarakat khususnya. Dinamika kelembagaan Negara khususnya peran dalam pengaturan dan pengawasan dibidang keuangan memiliki perkembangan yang cukup sigifikan. Otorita jasa keuangan yang berdasarkan Undang- Undang nomor 21 tahun 2011 tentang jasa keuangan merupakan norma hukum terbentuknya Otorita jasa keuangan di Indonesia.Fungsi pengaturan dan pengawasan yang dimiliki otorita jasa keuangan menjadi bentuk pergeseran pengaturan yang semula berada di Bank Indonesia. Pengawasan dan pengaturan yang dimiliki oleh Otorita jasa keuangan memastikan pelaksanaan lembaga jasa keuangan agar berjalannya dengan baik, temasuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam melakukan usaha berdasarkan demokrasi ekonomi.[footnoteRef:16] Sebagai bagian dari pelaku roda perekonomian nasional, bank telah memberikan semangat untuk perubahan di bidang ekonomi. Dunia perbankan diharapkan menjadi sarana untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan cita- cita dari Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi Indonesia.[footnoteRef:17] Pergeseran Pengaturan fungsi dan tugas Bank Indonesia yang saat ini digeser ke Otorita jasa keuangan mencakup pengawasan dan pengaturan seluruh lembaga jasa keuangan baik yang berbasis pada lembaga keuangan bank dan lembaga jasa keuangan non bank. [16:  Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Khususnya pada Pasal 2 Bab II Asas, Fungsi dan Tujuan : Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan mengunakan prinsip kehati- hatian.]  [17: Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012), h. 55.] 

4. Kesimpulan
Optimalisasi Peran Otorita jasa keuangan (OJK) di era  Green Economy  menuju Indonesia Emas 2045 merupakan amanak dari UU RPJMP 2025- 2045 dimana pembangunan harus berbasis pada lingkungan dan berkelanjutan. Pengaturan tentang tugas dan kewenangan otorita jasa keuangan wajib diperbaharui agar dapat mengakomodir secara kongkrit kewenangan Otorita jasa keuangan untuk mengimplementasikan tugasnya dalam mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan. Industri jasa keuangan dalam memberikan jasa pelayanan bagi masyarakat saat ini masih belum optimal membuat program atas produk yang berbasis dan pro pada keberlangsungan lingkungan hidup secara berkelanjutan. 
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